
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR 6 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

Menimbang : a. bahwa guna menyesuaikan dengan perubahan susunan 
organisasi dan tata kerja dinas daerah sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu;      

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a,   perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tajung Jabung 

Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan 
Tertentu. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3848) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, 

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3969); 



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5161); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 496); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tajung Jabung Barat 
Tahun 2012 Nomor 3); 

 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

dan 

BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :   PERATURAN DAERAH  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH  KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 9 
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU. 

 
Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 

Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah kabupaten 
Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 9) diubah sebagai berikut : 
 

Penulisan atau Penyebutan  Kata Dinas Pendapatan Pengelolan, Keuangan dan Aset 
Daerah didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 

Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu diubah menjadi Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 



Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat. 
 

 
 

 Ditetapkan di Kuala Tungkal 

        pada tanggal 31 Oktober  2013 
 

 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 
 
        dto 

  
     USMAN ERMULAN 

 
 
 

Diundangkan di Kuala Tungkal 
pada tanggal 31 Oktober 2013 
 

             SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, 

 
                         dto 
 

    MUKLIS 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2013 

NOMOR 13 


